
BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (21 dan ayat
(3) serta Pasal 6 ayat (21 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan KabupatenlKota, Bupati
membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
klasifikasi A, dalam bentuk Bagian Pengadaan
Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi
unit kerja pengadaan barang/jasa;

b. Bahwa Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasi
Asisten Sekretaris Daerah dalam membantu tugas Sekretaris
Daerah perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka
efektif dan efisiensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Morowali Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rayat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai
Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 179, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 390O) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai

Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);
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Menetapkan

2. Undanyundang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangakat Daerah (lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Morowali (l,embaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215));

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor

38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah ( kmbaran Daerah

Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor O35), diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dltambahkan 2 (dua) angka yaknl
angka 12 dan 13, sehlngga Pasal 1 berbunyl sebagal

berlkut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali dan
Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah kmbaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daereah Kabupaten
Morowali.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rayat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Morowali.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rayat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Morowali.

9. Inspektorat adalah Inspeldorat Kabupaten Morowali.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rayat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten.

1 1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

12. Asisten adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat
Daerah.

13. Unit Keq'a Pengadaan Barang/Jasa yang selanjunta
disingkat UKPBJ adalah unit keda di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang menjadi
pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan
kedudukan yang mempunyai tugas,tanggung jawab,
wewenurng dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan keterampilannya.



2. Ketentuan ayat 11) Pasal 3 dttambahkan 1 (satuf hunrf
yaknl hunrf e, dan hunrf cl angla 2, angka 3 huruf c,
huruf cl angka 3 hunrf d dlhapus, di antara huruf cf
dan angla 3 dtststpkan 1 (ratu) huruf yalnl hunrf ccf,
dl antara aagka 3 hutrrf c dan hunrf d diststpkan 1

(ratuf angka dan 3 lttga) huruf yahat angka 3a, hunrf
al, huruf bl, dan huruf c), a€rte huruf al angka 1, hunrf
d) angha 3, dan angla 3 hurufd dlubah sehlngga Pasal
3 berbuaSzl scbagsi berlkut :

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Morowali terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan

Rakyat , membawahi :

l. Bagian Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah :

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
c) Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga.

2. B,agqan Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan:
a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Pendidikan

dan kesehatan;
b) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan

Sosial;
c) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kehidupan

Keagamaan.
3. Bagian Admisistrasi Sumber Daya Alam :

a) Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam;
b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c) Sub Bagian Kehutanan , Perkebunan , Perikanan

dan Kelautan.
c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian :

1. Bagian Administrasi Perekonomian :

a) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat;
b) Sub Basian Pembinaan Perusahaan Daerah dan

Infestasi;
c) Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian

Rakyat.
2. Bagian Administrasi Pembangunan :

a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
b) Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan;
cf Dihapus;
ccf Sub Baglan Data, Monltorlng dan Evaluasi.

3. Dihapus:
a) Dihapus.
b) Dihapus.



3a. Baglan Pengadaan Barang/Jara membawahi :
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan l,ayanan Pengadaan Secara

Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang/Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum :

1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana :

a) Sub Bagian Keta.talaksanaan dan Reformasi
Blrokrasl;

b) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan
Jabatan;

c) Sub Bagian Akuntanbilitas dan Pelayanan Publik.
2. Bagian Hukum :

a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Penyuluhan Bantuan Hukum dan Hak

Asasi Manusia;
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Umun Dan llumas
a) Sub Bagian Rumah Tangga;
b) Sub Bagian Tata Usaha;
cf Dihapus;
c) Sub Bagian Kehumasan dan Protokoler.

e. Kelompok Jabatan Fungslonal
(2) Staf Ahli Bupati Meliputi :

a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum , Politik Dan
Pemerintahan.

b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan , Ekonomi Dan
Keuangan

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyrakatan dan Sumber
Daya Manusia.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran I diubah sebagalmana tercantum dalam
Iamplran I yang menrpaLaa bagian tldak terplsahkan
darl Peraturan Bupati inl.

4. Di antara Pasal 7 dan Paaal 8 dtsislpkan I (satu) pacal
yaknl Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yang
dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Bupati ini. {l
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal Q vaeL aocg

BUPATI MOROWALI,

TASLIM
Diundangkan di ngku
pada tan eot9

S S DAERAH
UPATEN MOROWALI,

A

tron. HAMID

PARAF KOORDINAS!

1. SekCr

3. Kepala Dl;r:lBadan

4.
Kepala Bittarg/
1(r''rrla Baci-:,r

5

l:.. xrb"" FJukum

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 02

&2 As ist--n
EI
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IAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR: TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWATI

St lAhll Eup.ti BldanS

tambangun.h,Elonoml d.n KeuanSah
Sr€tAhli Bt p.tl Bldsog Xemasyar.r.r.n dan tumb€r Olya M.ruri.stat ahll Eoprtl gld.ng Hulum, Polldft dan pemerlntah.n

SE(RETARIS DAERAH

A!l!t6. Admlhlstr8l pemerlrt han d.n
reselatn€ra.r nky.t

Asl.ten Admlnlnrrsl Umlm

AAGhN ADMIN6TRA5I
BAGIAN AOMINIsTf,AsI

XTSUAHTIiAAIT ffAXYAT OAl'l

IGMAIYAiAXATAN

SAGIAN ADMI E.rSAII SUMOln OAYA

AIAM
MGtAt{ AOM[{lsTiAs|

BAGIAN IJMt]MDAN HUMAS
SAGIAAI OAGAIISAsI DAII

OTOIIOMI DAIRAH

Sub b8lan Rumah ran$a
sub Oadan (?t.talats.naan

dan Refojmalt Bhokrasi
sub B.d.n Perundan!-

Undanran
Sub Br8lan P.n8ehdrllan Sumb.r

Oayr Alam
sub Batlan Prmblnaan
P.r€konomlan Rakyat

sub Ba8ian AdminlnraslSub. B.gl.n Tata
Sub. B.tl.n F.illltls

Pentemb.nEan Pendldll.n
dan (€sehatan

Sub. B.rl.n Faslllt.r
P€ng€mbangan

x€lolat €raan sorlil

Sub 3.tlan €ncrd d.n Sumber
Darr. Mlmr.l

sub Barlan Pemblnaar
Peru.ahain Daarah dan

sub aadan Blna Pro$am
Sub BaAlrn P€ngelola.n

fay.nan Penradaan
se(-ara El.hronlt

Sub 6.tlan Tata us:ho
Sub Badan (elembaSaen,

Analkls Forlnail dan lab5tan

Sub BaAl.n Penyuluft.n
B.ntu.n Hulum den H.k A.all

S{rb8.ghnOat,
Monlto.lry d.n E\rdlu.9

Sub Satlrh P.nblna.n
dan Ad\rol(.rl Penr.daan

Baran&[asa

Sut Bathn Xehumasin d.nsub. 8.al.n (€'je sam:
Artar Llmbagi

Sub. 8.glrn Falllttaj
Penpmb.naan (€fildupan

l(eagama.n

irb 8agl.n
(.hutanan,P.rlsbuMh

,Plrltanan dan X€l.utan

sub Baslan Pemuna.n
trer.m Per.lonmlen Sub 8.tl.n Alunr.blllr.s dan

Pelay.n.n Publll
Sub 8.dan t ohrmenr.il

Sulum

sub. aatlan oto.oml
D.erah

PARAF KOORDINASI

1. SekCa

2. Asisl:n

3. Kenela Dire:/Badan

BUPATI MOROWAU

7l

)

XELO PO( JABATAiI
FUNGSIOXAT

ITIIIIIIII -k

0u-

5. Kabag Hukunn

tr

EUPATI

Sub B.gl.n ?engelolaan
Peng.d..n B.ran&/las,

I v,-- i::,la Baairn


